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TENTANG
PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diatur sasaran
penyuluhan meliputi masyarakat di dalam dan di sekitar
kawasan hutan, kelompok atau individu masyarakat
pengelola komoditas yang dihasilkan dari hutan;

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah
diundangkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.57/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan
Kelompok Tani Hutan;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan
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Mengingat

kelembagaan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan
pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan sebagai
pembina kelompok tani hutan telah mengalami
perubahan yang semula kewenangan dari pemerintah
daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah
daerah provinsi, sehingga Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu
disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;

Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
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telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5018);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH
adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang
mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di
luar kawasan hutan.

Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya
disebut GAPOKTANHUT adalah gabungan dari beberapa
KTH untuk meningkatkan usaha.

Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi
Pelaku Utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan
mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam
mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan
sumber daya lainnya, sebagai upaya  untuk
meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan
dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran
dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang
dilakukan secara terus menerus pada kegiatan
pembangunan kehutanan untuk meningkatkan
keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan
kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan
masyarakat.

Pendamping adalah Penyuluh Kehutanan dan pihak lain
yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan kegiatan
pembangunan kehutanan sesuai dengan kompetensinya.
Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di luar
kawasan hutan, petani beserta keluarga intinya.

Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia
atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia
yang mengelola usaha kehutanan dan yang berkaitan

dengan bidang kehutanan.
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Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm
adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan
negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk
kesejahteraan desa.

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR
adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok masyarakat untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi
dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin
kelestarian sumber daya hutan.

Hutan Rakyat yang selanjutnya disingkat HR adalah
hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak
milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas
minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan
tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih
dari 50% (lima puluh perseratus).

Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang selanjutnya
disebut Perum Perhutani adalah satuan organisasi
perusahaan umum kehutanan negara yang bertanggung
jawab atas kinerja operasional pengelolaan sumber daya
hutan dan pengelolaan perusahaan dalam suatu wilayah
tertentu untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan
manfaat sumber daya hutan serta kinerja keuangannya.
Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara
masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang
izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam
pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri
primer hasil hutan.

Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas
adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang

melaksanakan urusan penyuluhan kehutanan.
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